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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan 

dalam BAB III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Status hak waris anak luar kawin yang terdapat dalam Kompilasi Hukum 

Islam adalah bahwa anak tersebut hanya berhak mewaris dari ibunya dan 

keluarga ibunya demikian juga sebaliknya. Sedangkan, terhadap ayah 

biologisnya anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga 

Iidal(menimbulkan hubungan saling mewarisi. 

Sebagaimana tertualg dalam Pasal 43 UU No.l Tahun l974, yang berbunyi: 

1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah." 

Mengenai besarnya baglan warisan adalah mengacu terhadap 

ketentuan waris yang terdapat dalam hukum Islam. 

b. Adanya pengakuan Status hak waris anak luar kawin yang terdapat dalam 

hukum Perdata baru timbul setelah dari laki-laki atau petempuan yang 

membenihkarurya, sedangkan dengan keluarga ayah dan ibu Yang 

mengakuinya baru timbul setelah adanya pengesaha. 

Namun, pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan tidaklah 

menimbulkan hak waris terhadap anak tersebut sepanjang ia memiliki 
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keturunan yang sah dari perkawinannya tersebut. Sedangkan, mengenai 

besamya bagiannya adalah telah ditentukan porsinya sesuai dengan siapa 

ia bersama-sama mewaris, yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 863 BW. 

c. Pada dasarnya hukum islam dan KUH Perdata sama-sama menyatakan 

bahwa anak luar kawin tidak dapat mewarisi ayah biologisnya. Yang 

membedakan hukum islam dengan KUH Perdata adalah pada hubungan 

anak luar kawin dengan ibunya, dimana dalam hukum islam anak luar 

kawin langsung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan menurut KUH 

Perdata terdapat kemungkinan anak tersebut tidak mempunyai hubungan 

dengan ibunya,hubungan timbul setelah adanya pengakuan.  

B. Saran-saran 

 

1. Disarankan kepada seluruh umat, untuk melindungi harkat martabat dari 

diri dan menjaga keturunan tetap baik, agar kepda seluruh umat selalu 

menjauhi diri dari perbuatan yang mendekati zina yang sehingga akan 

melahirkan anak luar kawin. 

2. Agar kepada orang tua dari anak luar kawin yang tunduk pada KUH 

Perdata untuk tetap menjaga hak anak yang di benihkan dengan 

melakukan pengakuan yang sah terhadap anak tersebut. 

3. Sebagai warga masyarakat yang baik seharusnya dapat mengikuti dan 

mentaati peraturan yang berlaku yang dijadikan acuan untuk menentukan 

jumlah harta warisan yang dibagikan kepada anak luar kawin secara adil. 
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